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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BANTEN

Nomor  : O6T/¥(ST/HE-o4 -0\ N8/2010,  Jakarta, 8 Juli 2019

Lampiran

Perihal . Keterangan Tertulis Bawaslu
Provinsi Banten terkait
Perselisihan Hasil Pemilu
Anggota DPR, DPD, DPRD
Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota Tahun 2019

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINS|I BANTEN

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankaniah Ketua dan Anggota
Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN
1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Politik
1.2. Keterangan Tertulis Partai Berkarya dalam Register Perkara
Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVIi/2019 (Partai
Berkarya)




1.1.1.1. KABUPATEN PANDEGLANG

Terhadap pokok permohonan yang disampaikan
oleh pemohon mengenai pengurangan perolehan
suara Partai Berkarya untuk Pemilihan Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pandeglang di Daerah Pemilihan 5
Kabupaten Pandeglang yang di register dengan
nomor  206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
mengenai telah terjadinya pengurangan suara
Partai Berkarya di 4 (empat) Kecamatan di
Daerah Pemilihan Pandeglang 5, diantaranya :
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Desa TPS Perolehan Suara Pengurangan
Menurut | Menurut Suara
DAA1- C1- Pemohon
DPRD DPRD
Kab/Kota | Kab/Kota
Termohon | Pemohon
Kecamatan Labuan
Labuan 17 23 25 2
Kecamatan Patia
Turus 03 2
05 4 8
Kecamatan Sukaresmi
Sukaresmi 12 1 2
Cibungur 03
Weru 03 3
Kecamatan Carita
Tembong 06 5 8 3
Pejamben 04 3 25 22
2




Pemohon juga mendalilkkan telah terjadi
penambahan suara Partai Amanat Nasional

(PAN) di 4 (empat) Kecamatan di Daerah

S

29393992 929 3% %)

Pemilihan Pandeglang 5, diantaranya :

No Desa TPS Perolehan Svara Penambahan
Menurut | Menurut Suara
Termohon | Pemohon PAN
(DAA1- (C1-
DPRD DPRD
Kab/Kota) | Kab/Kota)
Kecamatan Patia
Simpangtiga | 07 21 20 1
Kecamatan Carita
Sukajadi 05
Banjarmasin | 10
Sukanegara | 03
Kecamatan Pagelaran
Margagiri 04 6 0
Margasana 11 3 0 3
Kecamatan Labuan
Banyumekar | 05 49 19 30
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Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Provinsi

Banten memberi keterangan sebagai berikut :

1) Bahwa Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara 2019 di tingkat Kabupaten
Pandeglang dilaksanakan pada tanggal 02
sampai dengan 06 Mei 2019, bertempat di
Aula CAS Waterpark Pandeglang (Bukti PK
13.1-001 s.d PK 13.1-003)
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2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang

3)

beserta Pengawas  Kecamatan telah
melakukan Pengawasan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara pada masing-
masing kecamatan di Kabupaten Pandeglang
pada Pemilihan Umum 2019 khususnya untuk
Kecamatan Labuan, Kecamatan Carita,
Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Sukaresmi,
dan Kecamatan Patia tidak ada keberatan
terkait perbedaan perolehan suara antara
Partai Berkarya dan Partai Amanat Nasional
(PAN) pada masing-masing jenjang
penghitungan dan rekapitulasi.

(Bukti PK 13.1-004 s.d PK 13.1-019)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah
melakukan penyandingan data hasil Perolehan
Suara Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum
2019, berupa hasil persandingan data Formulir
Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki
Bawaslu dan Formulir Model DAA1-DPRD
Kab/Kota untuk Partai Berkarya adalah
sebagai berikut :

No

Desa

Perolehan Suara
Menurut Menurut
DAA1- C1- DPRD N
TPS| bprD Kab/Kota | Selisih
Kab/Kota | Bawaslu Kab

Termohon | Pandeglang

Kecamatan Labuan

Labuan

17 32 32 0

Kecamatan Patia
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Turus 03 2 2 0
05 4 4 0

3 | Kecamatan Sukaresmi

Sukaresmi 12

Cibungur 03

Weru 03 3 3 0
4 | Kecamatan Carita

Tembong 06 5 5

Pejamben 04 25 25

(Bukti PK 13.1-020 s.d PK 13.1-040)

4)

5)

Bahwa perolehan suara untuk Partai Berkarya
di TPS 17 Desa Labuan, tidak tertulis pada
kolom ftotal jumlah, akan tetapi berdasarkan
Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan
Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Labuan,
diketahui jumlah perolehan suara total pada
TPS tersebut untuk Partai Berkarya adalah
sebanyak 32 (tiga puluh dua) suara. (Bukti PK
13.1-035)

Bahwa Persandingan data hasil Peroiehan
Suara Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum
2019, berupa hasil persandingan data Formulir
Mcdel C1-DPRD Kab/Kota Bawaslu dan
Formulir Model DAA1- DPRD Kab/Kota untuk
Partai Amanat Nasional adalah sebagai
berikut :
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Perolehan Suara
C1
No| Desa |TPs| ' | Bawasu | selisih
Termohon
Kab
Pandeglang
1 | Kecamatan Patia
Simpangtiga | 07 21 21 0
2 | Kecamatan Carita
Sukajadi 05
Banjarmasin 10
Sukanegara 03
3 | Kecamatan Pageiaran
Margagiri 04
Margasana 11 3
4 | Kecamatan Labuan
Banyumekar | 05 49 49 0

(Bukti PK 13.1-043 s.d PK 13.1-063)

Bahwa berdasarkan tabel persandingan diatas,
ditemukan perbedaan perolehan suara antara
Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dengan
Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang
dimiliki Bawaslu untuk Partai Berkarya dan
Partai Amanat Nasional di Kecamatan Patia,
Kecamatan Carita, Kecamatan Pagelaran, dan
Kecamatan Labuan, namun pada Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat
Kabupaten Pandeglang, tidak ada keberatan
yang disampaikan dan/atau dituliskan dalam
DB2-KPU, khususnya mengenai perolehan

suara Partai Berkarya.
6
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B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN
1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan;
a. Keterangan mengenai Pencegahan

Bawaslu Provinsi Banten telah metakukan kegiatan-kegiatan

pencegahan dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemilihan

Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota

diantaranya:

1) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten
sesuai tingkatannya dalam melakukan upaya pencegahan
petanggaran pemilu telah melakukan Sosialisasi,
Himbauan, Kegiatan Silaturahmi Kelembagaan
(Koordinasi) serta Penandatanganan Nota Kesepahaman
kepada Aparatur Sipil untuk menjunjung tinggi netralitas
(ASN) sesuai peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku serta menghindari terjadinya pelanggaran dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur
Sipil Negara.

(Bukti PK 13.0-001 s.d PK 13.0-008)

2) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten
sesuai tingkatannya dalam mencegah terjadinya money
politic pada setiap tahapan Pemilihan Umum oleh para
peserta dan pelaksana Pemilihan Umum Tahun 2019
telah melaksanakan kegiatan pencegahan yaitu
melaksanakan Momerandum Of Understanding (MOU)
pembentukan gugus tugas pengawasan pemilu,
sosialisasi pengawasan partisipatif Bersama masyarakat,
lintas organisasi mahasiswa, kelompok nelayan, tokoh
agama, tokoh pemuda, dan jajaran stakeholder dengan

pembentukan Desa Anti Politik Uang serta Deklarasi
7
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Tolak Lawan Poiitik Uang, Politisasi SARA, Hoax, dan
Ujaran Kebencian dengan fujuan memberikan
pemahaman kepada setiap lapisan masyarakat untuk
mendukung gerakan hentikan praktik money politic.
(Bukti PK 13.0-009 s.d PK 13.0-013);

Keterangan mengenai Pengawasan

Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan-kegiatan

pengawasan dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Pemitihan

Anggota DPR RI, DPRD Provinsi DPRD Kab/Kota

diantaranya :

1) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten
sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan
terhadap pendaftaran dan penetapan Calon Anggota
DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dimulai
dari pendaftaran calon legislatif, verifikasi administrasi,
perbaikan daftar calon, penilitan berkas perbaikan
persyaratan, dan penetapan akhir Calon Anggota DPR
RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

(Bukti PK 13.0-014 s.d PK 13.0-016)

2) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten
sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan
terhadap Distribusi Logistik Calon Anggota DPR RI,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota mulai dari
pengecekan produksi logistik berupa kertas surat suara
di Percetakan hingga penyimpanan logistik di Gedung
KPU dengan penjagaan dan pengamanan Kepolisian di
masing-masing wilayah.

(Bukti PK 13.0-017 s.d PK 13.0-019)
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3) Jajaran Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Banten

sesuai tingkatannya telah melakukan pengawasan
terhadap Sosialisasi dan Kampanye Pemilihan Umum
Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota dengan mengedarkan surat himbauan
kepada partai politik dan calon anggota legislatif disetiap
daerah pemilihan di Provinsi Banten terkait Pelaksanaan
Kampanye, Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan
Jadwal Kampanye serta pengawasan terhadap
pelaksanaan kampanye calon anggota DPR RI, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

(Bukti PK 13.0-020 s.d PK 13.0-031)

2. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan
penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya;
a. Keterangan Mengenai Penanganan Pelanggaran
Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan kegiatan
Penanganan Pelanggaran dalam Pemilihan Umum 2019
untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD
Kab/Kota diantaranya :
No Laporan Keterangan

Laporan Dugaan Pelanggaran
Pidana Pemilu Kecamatan
Cipeucang vyang dilaporkan
oleh Saudara Yaser Al Husen
dan Kecamatan Cikeusik yang
dilaporkan oleh Sdr. Dodong
(Bukti PK 13.0-032 s.d PK
13.0-033)

Dugaan melakukan Money
Polittk pada Tahapan Masa
Tenang, akan tetapi tidak dapat
ditindak lanjuti karena tidak
terpenuhinya unsur dan tidak
adanya bukti pendukung
pelanggaran




FE N EREIEEEERE B EEEEEEEEEEPEEE P EEEEEEEEEEE

Temuan Dugaan Pelanggaran
Netralitas ASN/TNI/Polri oleh
Wakil Bupati Pandeglang Tanto
Warsono Arban

(Bukti PK 13.0-034)

Dugaan Pelanggaran yang
dilakukan oleh saudara Tanto
Warsono Arban, SE., ME (Wakil
Bupati Kabupaten Pandeglang)
yang diduga melakukan Ajakan
dan Seruan dalam Akun
Instagram kepada atas nama
Hj. Ade Rossi Koerunnisa,
8.50s., M.Si Calon Legislatif
DPR RI Dapil 1 (satu)
Pandeglang Lebak.

Dugaan Pelanggaran Netralitas
ASN oleh Sahrani sebagai
honorer Badan Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia  (BP3TKl) pada
tanggal 11 Februari 2019 dan
telah diregister dengan nomor
001/TM/PL-
PP/Kab/11.07/1/12019  Materi
temuan oleh Yadi (Bukti PK
13.0-035 dan PK 13.0-036)

Dugaan pelanggaran yang
dilakukan oleh Sdr.SAHRANI,
tenaga Honorer Badan
Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia
(BP3TKIl) telah mengunggah
foto dirinya yang sedang berfoto
dengan memakai kaos salah
satu Calon legislatif di akun
Facebook pribadinya.

Bahwa berdasarkan kajian dan
juga klarifikasi kepada para
pihak yang dilakukan oleh
bawaslu  terhadap  register
temuan nomor Q01/TM/PL-
PP/Kab/11.07/11/20189, yang
bersangkutan terbukti
melakukan pelanggaran,

10
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dengan demikian Bawaslu

memberikan rekomendasi
kepada atasan yang
bersangkutan di Badan

Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia
(BP3TKI} dan juga ke Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN)

Temuan Dugaan Pelanggaran
Pemilu oleh M. Agus Muslim
(Bukti PK 13.0-038)

pembagian akta lahir yang
disisipkan Kartu Nama Caleg
DPRD Kota Tangerang Partai
Demokrat Dapil 1l a.n. Ade
Suryadi Nomor Urut 4 yang
bertempat di Kebon Besar,
Kecamatan Batu Ceper Kota
Tangerang.

Laporan Dugaan Netralitas
ASN yang diajukan oleh Nurdin
(Bukti PK 13.0-039)

Dugaan keterlibatan Aparatur
Sipil Negara dalam kegiatan
kampanye

Laporan Dugaan Pelanggaran
Administrasi Pemilu a.n Ady
Suhardyaksa, S.H.

(Bukti PK 13.0-040)

Adanya dugaan ketidaktelitian
dan  ketidakcermatan PPK
dalam penghitungan suara

11
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Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Banten ini dibuat dengan sebenar-
benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno
Bawaslu Provinsi Banten.

Badrul &unir

Anggota

Ali Faisal
Anggota

(— 7z
Muhgmmﬁ NaE sehugin Sam'ani N. Abdurrosyid Siddig

Anggota Anggota Anggota
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DAFTAR ALAT BUKTI KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR REGISTER PERKARA : 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVI1/2019

No |KODE BUKTI KETERANGAN
1 PK 13.1-001 Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 tingkat
Kabupaten Pandeglang
2 PK 13.1-002 Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara
tingkat Kabupaten Pandeglang
3 PK 13.1-003 Model DB-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat
Kabupaten Pandeglang Pemilu 2019 153/03.PL.01.7-BA/3062/KPU-Kab/V/2019
i BK13.1.:004 F‘ormulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara
tingkat Kecamatan Labuan
5 PK 13,1005 F.ormulir Model A Lachran Hasil Pengawasan Rekapitulasi hasil perolehan suara
tingkat Kecamatan Carita
6 PK 13.1-005 Surat Undangan Rekapitulasi Kecamatan Labuan
7 PK 13.1-006 Surat Undangan Rekapitulasi Kecamatan Carita
8 PK 13.1-007 Surat Undangan Rekapitulasi Kecamatan Pagelaran
9 PK 13.1-008 Surat Undangan Rekapitulasi Kecamatan Sukaresmi
10 PK 13.1-009 Surat Undangan Rekapitulasi Kecamatan Patia
11 PK 13.1-010 DA-KPU (Berita Acara) Kecamatan Labuan
12 PK 13.1-011 DA-KPU (Berita Acara) Kecamatan Carita
13 PK 13.1-012 DA-KPU (Berita Acara) Kecamatan Pagelaran
14 PK 13.1-013 DA-KPU (Berita Acara) Kecamatan Sukaresmi
15 PK 13.1-014 DA-KPU (Berita Acara) Kecamatan Patia
16 PK 13.1-015 DA2-KPU Kecamatan Labuan
17 PK 13.1-016 DA2-KPU Kecamatan Carita
18 PK 13.1-017 DA2-KPU Kecamatan Pagelaran
19 PK 13.1-018 DA2-KPU Kecamatan Sukaresmi
20 PK 13.1-019 DA2-KPU Kecamatan Patia
21 PK 13.1-020 Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Labuan Kecamatan Labuan
22 PK 13.1-021 Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Turus Kecamatan Patia
23 PK 13.1-022 Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi
24 PK 13.1-023 Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi
25 PK 13.1-024 Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Weru Kecamatan Sukaresmi
26 PK 13.1-025 Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Tembong Kecamatan Carita
27 PK 13.1-026 Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Pejamben Kecamatan Carita
28 PK 13.1-027 C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 17 Desa Labuan Labuan Kecamatan Labuan
29 PK 13.1-028 C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 Desa Turus Kecamatan Patia
30 PK 13.1-029 C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 05 Desa Turus Patia Kecamatan
31 PK 13.1-030 C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 12 Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi
32 PK 13.1-031 C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 Desa Cibungur Kecamatan Sukaresmi
33 PK 13.1-032 C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 Desa Weru Kecamatan Sukaresmi
34 PK 13.1-033 C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 06 Desa Tembong Kecamatan Carita
35 PK 13.1-034 C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 04 Desa Pejamben Kecamatan Carita
36 PK 13.1-035 Form A Pengawasan TPS 17 Desa Labuan Kec Labuan
37 PK 13.1-036 Form A Pengawasan TPS 03 Desa Turus Kec Patia
38 PK 13.1-037 Form A Pengawasan TPS 05 Desa Turus Kec Patia
39 PK 13.1-038 Form A Pengawasan TPS 12 Desa Sukaresmi Kec Sukaresmi
40 PK 13.1-039 Form A Pengawasan TPS 03 Desa Cibungur Kec Sukaresmi
41 PK 13.1-040 Form A Pengawasan TPS 03 Desa Weru Kec Sukaresmi
42 PK 13.1-041 Form A Pengawasan TPS 06 Desa Tembong Kec Carita
43 PK 13.1-042 Form A Pengawasan TPS 04 Desa Pejamben Kec Carita
44 PK 13.1-043 Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Simpangtiga Kecamatan Patia
45 PK 13.1-044 Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Sukajadi Kecamatan Carita
46 PK 13.1-045 Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Banjarmasin Kecamatan Carita




> IS TP I S IS b NS IS S B b I IS S I S S NS S N b S NS B I EE B S I B I R I R

47 PK 13.1-046 Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Sukanegara Kecamatan Carita

48 PK 13.1-047 Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran
49 PK 13.1-048 Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Margasana Kecamatarﬁgelaran
50 PK 13.1-049 Form DAA1-DPRD Kabupaten/Kota Desa Banyumekar Kecamatan Labuan
51 PK 13.1-050 C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 7 Desa Simpangtiga Kecamatan Patia
52 PK 13.1-051 C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 05 Desa Sukajadi Kecamatan Carita

53 PK 13.1-052 C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 10 Desa Banjarmasin Kecamatan Carita

54 PK 13.1-053 C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 03 Desa Sukanagara Kecamatan Carita

55 PK 13.1-054 C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 4 Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran

56 PK 13.1-055 C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 11 Desa Margasana Kecamatan Pagelaran
57 PK 13.1-056 C1-DPRD Kabupaten/Kota Labuan TPS 5 Desa Banyumekar Kecamatan Labuan
58 PX 13.1-057 Form A Pengawasan TPS 07 Desa Simpangtiga Kec Patia

59 PK 13.1-058 Form A Pengawasan TP$ 05 Desa Sukajadi Kec Carita

60 PK 13.1-059 Form A Pengawasan TPS 10 Desa Banjarmasin Kec Carita

61 PK 13.1-060 Form A Pengawasan TPS 03 Desa Sukanagara Kec Carita

62 PK 13.1-061 Form A Pengawasan TPS 04 Desa Margagiri Kec Pagelaran

63 PK 13.1-082 Form A Pengawasan TPS 11 Desa Margasana Kec Page!aran

64 PK 13.1-063 Form A Pengawasan TPS 05 Desa Banyumekar Kec Labuan




DAFTAR ALAT BUKTI DI LUAR POKOK PERMOHONAN

No KODE BUKTI KETERANGAN
Permohonan Koordinasi dengan Bupati Pandeglang terkait Netralitas ASN dan
1 PK 13.0-001 Surat Edaran Bupati Pandeglang terkait Netralitas ASN pada Pemilu 2019. Surat
nomor: 32/K/Panwaslu Pdg/1/2018 tanggal 9 Januari 2018
2 PK 13.0-002 Sosialisasi Netralitas ASN Pada Pemilu tahun 2019
3 PK 13.0-003 Undangan Bawaslu Kabupaten Selrang Sosialisasi Netralitas Aparatur Sipil
Negara (ASN), tanggal 12 Februari 2019
4 PK 13.0-004 Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN
5 PK 13.0-005 Undangan Sosialisasi Netralitas ASN di Kota Cilegon
6 PK 13.0-006 Kegiatan Goes to Campus
Sosialisasi pada Bawaslu Goes To School Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai
7 PK 13.0-007 .
upaya pencegahan terhadap Golput dan berita Hoax
g PK 13.0-008 Silaturahmi Kelembagaan antara Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan
) DPMPD Kabupaten Pandeglang
9 PK 13.0-009 Silaturahmi Kelembagaan dengan Partai Politik di Kabupaten Pandeglang
10 PK 13.0-010 Pakta Integritas dengan Partai Politik
11 PK 13.0-011 Kesepakatan Bersama dengan Instansi Pemerintah Kabupaten Lebak
Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang, Politisasi SARA, Hoax, dan Ujaran
.0-0
T i Kebencian untuk Pemilu 2019
13 PK 13.0-013 Kegiatan Sosialisasi dan Launching Anti Politik Uang dan Politisasi Sara
P
id PK 13.0-014 Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Kota
Tangerang,
15 PK 13.0-015 Pengawasan Penva.mpa_ian hasil Ve_rif’ikasi kelengkapan administrasi daftar
calon dan bakal legislatif pengganti
16 PK 13.0-016 Alat Kerja Pengawasan Pengajuan Bakal Calon/Perbaikan Pemilu tanggal 15 Juli
2018 Perihal Pengawasan Penyerahan Berkas Caleg 2019
17 PK 13.0-017 pengawasan terhadap produksi Logistic dan Perakitan Kotak Suara 11 Februari
2019
18 PK 13.0-018 Formulir Model A Pengawasan tahapan Distribusi Logistik
8 BK 13.6-018 Form A Laporan.Ha‘zsil .Pengawasan tanggal 23 Maret 2019 perihal Laporan Hasil
Pengawasan logistik di Cakung
Surat Penertiban One Way di Kendaraan Umum kepada Dinas Perhubungan
20 PK 13.0-020 Kabupaten Pandeglang. Surat nomor: 098/K/BT.02/PM.00.02/X1/2018 tanggal
20 Nopember 2018
- BiC48 BB Surat kepada Partai Politik Terkait Alat Peraga Sosialisasi, surat nomor: 51/K/BT-
' 02/PM.00.02/IV/2018 tertanggal 11 April 2018
Surat kepada Satpol PP Kabupaten Pandeglang untuk Penertiban Alat Peraga
22 PK 13.0-022 Sosialisasi Partai Politik. Surat nomeor: 61/K/BT-02/PM.00.02/I1V/2018 tertanggal
18 April 2018.
93 PK 13.0-023 Surat Himbauan kepada Partai Politik untuk Penertiban APK Surat Nomor:
pul 181/K/BT-02/PM.00.02/IV/2019 pada tanggal 12 April 2019.
24 PK 13.0-024 Surat Himbauan kepada Partai Politik untuk mematuhi Aturan Kampanye. Surat
nomor: 21/K/Panwaslupdg/I1l/2018 pada tanggal 01 Maret 2018
Surat Himbauan kepada Partai Politik terkait Pelaksanaan Kampanye di Media
25 PK 13.0-025 Sosial dan pertemuan terbatas. 073/K/BT-02/PM.00.02/X/2018 pada tanggal 18

Oktober 2018
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Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Serang,untuk Kepala Desa dan Perangkat

26 PK 13.0-026
Desa Se-Kabupaten Serang tanggal 26 September 2018

27 PK 13.0-027 Surat Himbauan Bawaslu Kabupaten Serang untuk KPU Kabupaten Serang,
tanggal 29 Oktober 2018

28 PK 13.0-028 Surat Hlmbatfan Bawaslu Kabupaten Serang, untuk DPW PAN Provinsi Banten,
tanggal 6 April 2019

29 PK 13.0-029 Himbauan Larangan Kampanye Pada Masa Tenang pada Tahapan Pemilihan
Umum Tahun 2019

30 PK 13.0-030 pengawasan terhadap Kegiatan DPD PKS yang dilakukan oleh Nanang Hartono
pada tanggal 17 Maret 2019
Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 147/K/BT-08/PM.00.02/1V/2019

31 PK 13.0-031 tanggal 14 April 2019 Perihal Undangan Penertiban Alat Peraga Kampanye di
Masa Tenang
Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kecamatan Cipeucang yang

32 PK 13.0-032 dilaporkan oleh sdr. YASER AL HUSEN

33 PK 13.0-033 L?poran Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Kecamatan Cikeusik yang
dilaporkan oleh sdr. Dodong

34 PK 13.0-034 Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN/TNI/POLRI oleh Wakil Bupati
Pandeglang Tanto Warsono Arban

35 PK 13.0-035 Model B.2 Formulir Temuan

36 PK 13.0-036 Buku Register Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu

P -

37 PK 13.0-037 Model B.14 Perihal Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-undangan
Pemilu, tanggal 28 Februari 2019

38 PK 13.0-038 Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh M Agus Muslim, S.Ag

39 PK 13.0-039 Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASNI yang dlajukan oleh Nurdin pada
tanggal 13 Februari 2019

40 PK 13.0-040 Formulir ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, a.n. Ady

Suhardyaksha S.H




